BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap
putusanputusan pengadilan serta sistem hukum yang berlaku, penulis

menyimpulkan secara tegas hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim Indonesia umumnya memandang klausula hardship sebagai
instrumen untuk memulihkan keseimbangan kontraktual, bukan sebagai
pembebasan kewajiban seperti force majeure. Karena KUHPerdata
belum mengatur hardship secara eksplisit, hakim menggunakan asas
itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), prinsip pacta sunt
servanda, serta analogi dengan ketentuan force majeure sebagai landasan
yuridis. Dalam praktik yudisial hakim menerapkan ambang pembuktian
yang tinggi perubahan keadaan harus fundamental, tak terduga, di luar

kendali para pihak, dan berdampak signifikan pada keseimbangan
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ekonomi kontrak, klaim harus disertai bukti kerugian nyata (mis. audit
independen) serta bukti upaya mitigasi dan renegosiasi sebelumnya.
Putusan di Indonesia menunjukkan dua kecenderungan:

(a) menolak klaim hardship bila bukti dan itikad baik tidak terpenuhi;

(b) mengakomodasi penyesuaian ketika klausula hardship eksplisit ada
atau bukti perubahan keadaan kuat pendekatan yang mirip praktik
internasional (UPICC/ICC) dan pada kasus adopsi implisit (rujukan
frasa umum, pilihan hukum, atau praktik arbitrase), hakim lebih berhati-
hati dan mensyaratkan bukti yang lebih meyakinkan sehingga adopsi

implisit memberi fleksibilitas namun menimbulkan ketidakpastian.

2. Penerapan klausula hardship dalam pembaruan hukum kontrak sangat
sesuai dan tidak bertentangan dengan asas itikad baik. Justru, hardship

adalah perwujudan tertinggi dari itikad baik dalam situasi darurat.
Ketegasan kesesuaian ini terletak pada fakta bahwa:

a. Itikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur hardship

memfasilitasi keterbukaan data kerugian antar pihak.

b. Itikad baik melarang adanya pihak yang memperkaya diri secara tidak
adil (unjust enrichment) di atas penderitaan pihak lain akibat krisis
hardship hadir untuk mengoreksi ketidakadilan tersebut melalui
penyesuaian prestasi. Dengan demikian, hardship bukan alat untuk

menghindari kontrak melainkan mekanisme untuk menyelamatkan
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kontrak agar tetap dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan tujuan

awal para pihak.

B. Saran

Demi terciptanya kepastian hukum yang lebih jelas penulis

menyarankan:

1. Legislasi Eksplisit Mengingat saat ini hakim masih harus "bersusah payah"
melakukan penafsiran (analogi), maka Pemerintah harus segera
mengkodifikasi klausula hardship ke dalam revisi hukum perdata nasional
(Buku 11l KUHPerdata) dengan merujuk pada standar Internasional
(UPICC/UNIDROIT). Hal ini agar hakim memiliki standar baku yang

sama dalam memutus sehingga tidak terjadi disparitas putusan.

2. Standarisasi Kontrak Bisnis Para praktisi hukum (Advokat dan Legal
Counsel) wajib mencantumkan klausula hardship secara mandiri dan detail
dalam setiap kontrak bisnis berjangka panjang. Jangan lagi hanya
mengandalkan klausula Force Majeure standar karena secara hukum
keduanya memiliki implikasi yang berbeda Force Majeure mengakhiri

kontrak sedangkan Hardship menyelamatkan kontrak.

3. Peningkatan Kompetensi Yudisial Perlu adanya pedoman teknis dari
Mahkamah Agung (melalui SEMA atau PERMA) mengenai parameter

pembuktian "Keadaan Sulit" agar hakim di tingkat bawah memiliki
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panduan yang seragam dalam menilai bukti-bukti ekonomi yang diajukan

dalam sengketa hardship
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